
 

 

 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR  3 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan 

Analisis Standar Belanja; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

SALINAN 
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13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

 

  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6914); 

 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

 

  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

 

  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 

  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779); 
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  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

  14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

 

  15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 

 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

 

  19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433); 

 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2021 Nomor 5); 

 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 7); 
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  24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara Tahun 2022 Nomor 7); 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA 
SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA. 

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.  

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan 
dengan peraturan desa. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten 
Hulu Sungai Utara. 

7. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif 
dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen 

masukan kegiatan. 

8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) 
atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 

pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi 

dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai 
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

9. Standar Biaya Umum adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa 
seperti honorarium, jasa tenaga pendukung, belanja sewa, belanja 
pemeliharaan, dan perjalanan dinas untuk penyusunan rancangan 

APBD. 

10. Pengelola keuangan/kegiatan adalah pejabat atau pegawai yang 
ditunjuk dan bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi 

pengelolaan keuangan/kegiatan, yang terdiri dari Pengguna Anggaran 
(PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Administrasi. 

11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan pengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
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prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

 
Pasal 2 

 

(1) Maksud penetapan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi 
Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan RKA-SKPD dan 

DPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(2) Tujuan pengaturan Standar Harga Satuan adalah terwujudnya 

perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan prinsip efisiensi, 
efektivitas, kepatutan dan kewajaran dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
BAB II 

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN DAN  
ANALISIS STANDAR BELANJA 

 

Pasal 3 
 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan dan 
Analisis Standar Belanja. 

 

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. Standar Biaya Umum; 

b. standar satuan harga; dan 
c. harga satuan pokok Kegiatan; 

 
(3) Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
Pasal 4 

 
(1) Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman harga tertinggi sebagai 

acuan SKPD dan Desa di Daerah yang dibiayai oleh APBD serta 
APBDesa. 

 

(2) Dalam hal Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai estimasi dalam penyusunan 

perencanaan anggaran, dicantumkan penjelasan secara khusus dalam 
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). 

 

(3) Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

 

(4) Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana 
dimaksud ayat (3) dalam pelaksanaan Kegiatan dan anggaran 

didasarkan atas biaya riil. 
 

BAB III 

STANDAR HARGA SATUAN DI DESA 
 

Pasal 5 
 

(1) Bupati menetapkan Standar Harga Satuan di Desa. 
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(2) Ketentuan mengenai Standar Harga Satuan di Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 

BAB IV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

PASAL 6 
 

(1) Apabila terdapat barang/jasa yang harganya lebih tinggi dan/atau 
belum tercantum dalam Standar Harga Satuan, maka dalam menyusun 
RKA harus melampirkan hasil survey harga barang/jasa. 

 
(2) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada SKPD 

ditandatangani oleh Pimpinan SKPD yang bersangkutan. 
 

(3) Pelaksanaan Kegiatan dan anggaran untuk barang/jasa yang harganya 

lebih tinggi dan/atau belum tercantum dalam Standar Harga Satuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan 

mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 7 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2023 Nomor 20); dan  
b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 
2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 2); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 8 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 
Ditetapkan di Amuntai 
pada tanggal 20 Januari 2025 
 

Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,   

   CAP/TTD 
 

             ZAKLY ASSWAN 
Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal 20 Januari 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
       HULU SUNGAI UTARA, 
 

                 CAP/TTD  

 

             ADI LESMANA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2025 NOMOR 3. 


